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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TRANSPARASI DAN 

PARTISIPASI MASYARAKA T DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

ABSTRAK :         -  Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih 

sebagai pelaksanaan dari Asas Umum Penyelenggaraan Negara, maka 

dipandang perlu adanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menjamin hak warga 

negara atas informasi dan partisipasi sebagai landasan bagi terciptanya 

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berdasarkan prinsip otonomi, 

demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan juga harus tercipta pada 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 

Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999;  UU No. 32 Tahun 

2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; 

UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 

14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 

1950; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP 

No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 61 

Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 

2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten 

Pemalang No. 2 Tahun 2007. 

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Transparasi Dan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan 

batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang  Asas, 

Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Keberatan 

Pengaduan, dan Sanksi. 

CATATAN :   -  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 21 April 2013 
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